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AL-TKHSANIAH KABUPATEN MUKOMUKO
AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

baliwa dalam  rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah dan Raudhatul Athfal
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan
hukum dalam menyelenggarakan madrasah dan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar
nasional pendidikan;

bhahwa Raudhatul Athfal vang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan
administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan,

_ hzhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimesna dimaksud dalam huruf a dan b di atds,

perlu menetapkan Keputusan Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Pemberian 1zin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Al-Tkhsaniah Kabupaten
Mukomuko;

. Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Neagara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 4301 )

Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 4L Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar Tahun 2013 Nomer 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S410%

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4864 )

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Repuhlik
Indonssia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
MNomaor 494 1);

Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dun Penyelenggaraan

Pendidikan (T.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2070 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengarn
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintal
Nomar 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 5 157}

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikar

Anak Lsia Din:

Daraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanal
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturas
Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 23 Tehun 2013 tentang Perubzhan ata
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanay
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomeor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2013 Nomor
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Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuxo Nomor:
Kd.07.05/1/Ks.01.1/224/2015;

_Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: ND.2/3

024/2015. tanggal 03 Maret 2015 perihal Pertimbangan Pemberian lzin Pendirian

Madrasah/ RA:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK [NDONESIA TENTANG PEMBERIAN
1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-IKHSANIAH
KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

Bagi Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas setelah jangka

waktu 4 (empat) tahun. Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor
K ementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dan
pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ madrasah kepada Badan Akreditasi
Pravinsi Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau

hasi] akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal

C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

huruf a dinilai tidak memenuhi standar nelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan

dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
dicabut.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkarn.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 09 Maret 2015

AN. MENTERI AGAMA Rl
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 20135

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-IKHSANIAH

IDENTITAS RAUDHA'

1. | Nama Raudhatul Athfal

AFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Raudhatul Athfal Al-Ikhsaniah

2. | Nomor Statistik Raudhatul . i

101217060016

3. | Alamat Raudhatul Athfal

4. | Nama Organisasi Penyelenggx

5. | Akte Notaris Organisz
Penyelenggara
6. | Pengesahan Akte Notari:

Organisasi Penyelenggara

Desa Air Kasai

Kecamatan Air Dikit

Kabupaten Mukomuko

Provinsi Bengkulu

| Yayasan Al-Ikhsaniah
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‘al 12 Desember 2014
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